
3 Undang-llndang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nemer 82; Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234): 

2 Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keaangan Antara Pemetintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Nega,a Tahun 2004 Nemer 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor4438), 

1. Undang-Undang. Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Oaerah-daerah Kebupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Berita Negara Tahun 1950): 

rv11:-ngingat 

b bahwa berdasarkan pernmbangan sebaga,mana dimaksud pada 

hurur a d• atas, maka penyesuaiann:;a tersebut perfu dttetapkan 
kembab mefa!u1 Peraturan Supati. 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokol< dan 

Fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah 

Kabupaten Bekasi, yang semuia telah ditetapl<M melalui 

Peraturan Bupati Bekas, Nomor 60 Tahun 2014, datsm 
petaksanaannva perto dihniau dan disesuaikan; 

Menimbang 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2014 
TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 

NO MOR 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



Beberapa ketentuan datam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja D,nas Koperasi, Usaha Mikro. Kecil dan Menengah 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 60}, diubah seba_gai berikut 

Pasal I 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUR4.HAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR: TAHUN 2014 TENTANG 

ORGANiSASI DAN TATA KERJA DINA$ KOPERA$!, USAHA 
MIKRO. KC:CIL DAN MENENGAH 

Menetapkan 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nornor 8). 

8 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahon 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabcpaten Bekasi (Lembaran Oaerah 
Kaoupaten Bekasi Tahun 2008 Nornor 6): 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daeran \Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik !ndonesia 
Nomor 4741T, 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang P~mbagian 

urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerimahan Oaerah : :.ibupatecJKota (le:nbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nome,, 82. fa,ntah,in 

Lembaran Negara Nomor 4737); 

5. Undang-Ur.dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint,,han 
Daerah (Lembaran Negara Republil< indones,a Tahun 2014 Nomm 
244 Tamba~,an Lembaran Negara Nomor 5587): 

4 Undang-Undang_ Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi 
Negara (t.embaran Nega,a Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6. Tambanan Lembaran Negara Nomor 5494); 

- I 



5 Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Kabupaten Bekasi. 

4 Pembenan b1mbingan dan kemudahan koperasi dalarn wilayah Kabupaten 
Bekasi. 

3. Pengembangan iklim serta kondesi yang mendorong ;,ertumbuhan dan 
pemasyarakatan koperasi datam wilayah Kabupaten Bekasi, 

1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi: 

2. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai 
dengan kebijakan pemerintah: 

B. Pemberdayaan Koperasi 

6. F asllitasi pelaksanaan pembubarar. dan penyelesa!an akibat pembubaran KSP 
dan USP dafam wilayah Kabupaten Bekasi. 

5 Fasihtas, pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat k3bupaten sesuai 
dengan pedoman pemenntah di tingkat Kabupateo Bekasi 

4. Fasifitasi pelaksanaan pengesatoan perubahan AD yang menyangkut 
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperas, dalam 
wilayah Kabupaten Bekasi. 

3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahar. dan pengumuman akta pendirian koperasi 
dafam wilayah Kabupaten Bekasi. 

2. Pengesahan pernbentukan, penggabungan dan pefeburan, serta p-,mbubaran 
koperasi dalam w,layah Kabupaten Bekasi 

, Pelaksanaan :<ebi1al<an pembentu~an, penggabongan. dan p&leburan, serta 

pembubaran koperasi. 

A Ke!emhagaan Koperasi 

Dalam menyelenggarakan tugas. Olnas ni11?mpunyai kewenangan.: 

Pasal2 

1 Keient-,aa Pasal 2 h:,ruf O ang><.a 2 diubah, sehingga Pasal 2 huruf O a.1gka 2 
berouny, 

- 



Teknologi. 

$umber daya manusia; 

Pemasaran; 

2. Pembinaan clan reogembangan usana mikro kecil dan menengah di 
1,ngkatkabupalen rnehputi: 

Perlindungan 

Kemitraar.; - loforrnasr 

Prasarana 

Persamgan; 

Pendanaantpenyediaan sumoer dana, tata cara dan syarat pemenuhan 
kebutunan dana; 

usaha 1 Penetapan kebijakan pernberdayaan UMKM dalam penumbuhan ,khm 
bagi usaha kecil d• tingkat Kabupaten Bekasl meliputi: 

0. Pemberdayaan UMKM 

6 Fas,htasi pelaksanaan togas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di 
bngl<al Kabupatee Bekasi 

5. Pemberian saoksr administratif kepada KSP dan USP dalaM wifayah 
Kabupaten Bekas• yang bdak rnetaksanakan kewajibannya; 

4. Pembinaan KSP dan •JSP dalam •Nllayah Kabupaten Bel<asi, 

3 Bimbingan dan penyufuhan kcperasi da!am pembua\a.n laporan tahur.an 

KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Bekasi; 

2. Mon,tonng dan evaluasi terhadap koperasi yang mendapat pembiayan/ 
permodalan dan bantuan APBN, APBD, BUMN serta pembiayaan/ permodalan 

lamnya. 

1. Pelaksanaan keb1jakan pembmaan dan peng-awasan koperasi: 

C Pe'l1borv.ian Gan Pengawasan Kooerasi 



c. membina dan mengevaluasi program dan Dmas Perindusman. 
Perdagangan. Koperast dan UMKM, 

d merumuskan kebijakan dan mengesahk.an pembentuxan, penggabungan, 
perubahan AO dan pe'eboran. serta pembubaran kope,asi; 

e membina dan mengawasi KSP can USP koperasi: 

t. merumuskan kP.bijakan teknis alokasi fasi!aas pembiayaan koperasi dan 

UMKM melalui bank mihk koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non 
bank dan lembaga keuaogan attemative lainnya serta pengembangan 
industri pasar, jaringan lerribaga keuangan. ter.nologi tepat guna: 

b. menyampaikan taporan akuntabititas kinerja Dinas Koperasi dan UMKM 
sebaga, pertanggung jawaban kepada Bupati; - 

(1) Kepala Dinas mempunya, tugas pokok memimpin. merumuskan. 
mengoordinasikan. membina dan mengevafuasl penyusu.nan da!'l pelaksanaan 
kebijakan daerah bi,Jang pendapatan. 

(2) Untu~ metaksanakao tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian 
tugas sebagai benkut : 

a. merumuska-, rJan menetapkan program kerja Dinas sebagai pedoman 
pelaksanaan tuoas: 

Pasal8 

2 Ketentuan Pasal 8 aya: (2) huruf p dan huruf t diubah. ·-:,hingga Pasal 8 a~-at (2) 
hurl.If p dan huruf t berbunyi : 

Jenis pembiayaan lain. 

Hibah, 

Pinjaman dari dana pengasihan sebaga, laba BUMN; 

Modal ventora: 

Penjamman lembaga bukan bank; 

Kredit perbankan: 

3 P.>$1'•.:as. a~es peofalll can dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM dibr.gkat 
kabupaten meupun. 



q memtasihtas: koperass dalarn rangka peocadangan k>k:asi usaha, bidang 
usaha penqadaan barang dan jasa, pemborcngan bar.mg pe:nerinlah; 

r. menetapkan kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dalam 
penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah yang 
rneliputi pendanaan I penyediaan sumber dana. tata cara dan syarat 
pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana. informasi. kem~raar, 
perizinan dan perlindungan: 

n mengembangkao 1khm serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan 
pemasyarakatan koperasi dalam bentuk pemberian Dimb',gan dan 
kemudahan kopetasi. petlindungan kepaca koperasi, penyusunan rencana 
coeresionat program pengembangan koperasi, 

o. menyelenggarakan pedoman slandar pelaya,,~n minima: yaog waj,b 
d1iaksanakan oleh Kabupaten di bidang kopeeasl; 

p menyelenggara~an pemantauan penerapan petjanjian atau persetujuan 
internasional 1ang telah disahkan atas nama Negara d1 bidang ko;,erasi 
serta bimbingan koperasi di bidang kelembagaan. pembia~aan, pemasaran 
dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia. prcgram 
pengembangan janngan sistem informasi koperasi dan bimbingan pedoman 

akuntansi koperasi. 

m menyelenggarakan perulaian kesehatan ternadap KSPr.JSP primer dan 

sekuncer: 

membenkan sanksi adrrurustrative xepaoa KSP dan USP yans lidak 

melaksanakan kewajibannya: 

h merumosxan bahan .. bahan penetapan unggutan dan kinerj<CII kq:)Cmsi dan 

UMKM; 

menyelenggarakan keb1jakan pemb<Yodayaan koperasr mehpu1i penciptaan 

usaha sjrnpan pinjam yang sehat; 

menyelenggarakan pembinaan, bimblngan dan penyullJhan koperasi da!am 

pembuatan laporan tahunan KSP dan USP; 

k. menyelenggarakan ras,lttas petaxssnaan pembubaran dan penyelesaian 
ak1bat pernbubaran KSP dan USP. 

g meman1au Ja" mengeva:u~, peiaxsanaan kerja sama dengan lembaga 
dan I atau ~an i<>ar negeri dalam pengembangan koperass dan UM'<M: 

- 



II rne!aporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepeda atasan: 

kk metaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

,i. men,la, has1I kerja bawa!lan secara berjenlang untuk bahan 
mengembangkan karir; 

bb. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan dalam fingkup Dinas; 

cc. metakukan pemennaraan barang mifik daerah dalam lingku;:, Oinas 

dd mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan pen.,ndang 
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; 

ee. melaksanakan pengawasan internal di tingkungan Dinas; 

- ff. membetikan saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada atasan; 

gg. melaxsanakan evatuasi tugas dan menginventar-·s, permasalahan lingkup 
tugasnya serta rnencari atternatif pemecabannya: 

hh. membagi tugas dan member petun1uk kepada bawahan untuk ketanearan 
pelaksanaan tugas: 

t membma dan meogembangkan usaha mikro kecrl dan me.nengah mellput1 

pemasaran. sumber daya manusia dan teknok>gi serta promos]: 

u memfasilitas! akses penjamin.an dalam penyediaan pembiayaan bagi UM.KM 
mehputi ktedit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura. 
pmjaman dari dana penghasilan sebagai laba BUMN. hibah. <fan jenis 

pembiayaan la,n: 

v, menyelengga.akan pedoman standar pelayanan minimal di hidang UMIOA; 
w menyelenggarakan pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal 

pada koperasi da'l system dis1ribusi bagi koperasi dan UMKM; 

x menyelenggarakan koordinasi ciengan Dinas lain; 

y menghimpun. mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasi! 
kegiatan urusan pelayanan Dinas; 

z. menyusun laporan akuntabilitas kerja Dinas; 

aa. menyusun laporan pertanggung jawaban laporan kegia:an dan keuangan 
Oinas: 

s menyeJen~araY.an serufi~as, usaha mikro kecil dan menengah 

~eqasa'Tla dengan SKPO terka,t. 



/· mengoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan UMKM; 

1. melaksanakar. pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan 
intemasional yang telah dssahkan atas nama negara di bidang UMKM: 

h melaksanakan pedoo,a.n standar pef.oyanar. m;nimaJ yang wajib 
dilaksanakanoleh kabupaten di bidang UMKM; 

g. menyusun bahsn oerumosan penetapan unggufan dan kinerja UMKM; 

f menyusun bahan oerumosan kebiJakan teknis alokasi fas~~as pembiayaan 
UMKM melalui bank mliik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non 
bank dan lembaga keuangan alternalif lainnya; dan pengembangan "1stitusi 
pasar jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat yang memur.gk;nkan 

- UMKM rnampu bcrsamg. 

e. mempertanggungjawabkan laporan kegiatan dan keuangan secara bufanan, 
triwulan, lahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Oinas KOl)eras~ 
Usaha Mikro. Kecil dan Menengah. Per.gelolaan Keuangan dan Asel : 

d melaksanakan koordinasi sesuai dengan Jmgkup fugasnya dengz:n Ulstansi 
terka,t; 

c, menyusun bahan iaporan akuntabilitas kinerja Bidang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah yang akan dikoordinasikan oleh Sektetanat sebaga, 
pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati; 

b merencanakan ocerasionaj Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
berdasarkan skala poontas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam 
pelaksanaan tugas, 

a. merencanakan program keria Bidang Usaha Mikro, Kec,1 dan Menenga~ 
sebaga, pedoman pelak~anaan tugas; 

Pasal 24 

B,dang Usaha Mikro Kecil dan Menengah da,am menyelenggarakan lugas pokok 
dan fungs, seb2gaimana d,maksud pada Pasal 23, mempunyai uraian tugas sebagai 
benkut : 

3 Ketentuan Pasa' 2• "ruruf diubah sehsngga Pasal 2" nuruf I be<bunyi: 

• 



• membag• tugas dan memben petun1uk kepada bawahan unM< kelancar•n 
pelaksanaan tugas 

w. melaksanakan evatuas, tugas dan rnenginventarisas, permasa!ahan long1wp 
tugasnya serta mencan ~lternatif pemecahar.nya: 

v. mernbenkan saran dan pert,mbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan, 

u mempelajan. memaham, dan m~aral<an peraturan perundang 
undangan yang bc11<artan dengan bidang tugasR'/a; 

t rr.elaksanakan pengawasan 1n1emal di bngkungan Bidang usana Mikrc. Keal 
• 

dan Menengah; 

s. melakukan pengamanan dan pemetiharaan barang milt daefah di ling!<up 
6,dang Usaha Mikro, Kec.r dan Menengah: 

r mengendalika,a petaksanaan tek:rns keg,atan fingkup Bidang Usaha Mikrc, 

Kecil dan Menengah; 

Q. menr4sun pertangg,mgiawaban ,aporan kegratan dan keuangan; 

p. mengh,mpun. mengolah dan menganabsa dale serta penyajian cata hasi 
kegiatan urusan P<>!ayanan B!Clang Usaha Mikro. Kecil dan Menengah; 

o. menyetenggarakan koordlnas: dengan bidang la,n; 

n menyelenggarakan pecoman siandar pelayanan rninfflal ,.mg wa,ill 
d1laksanakan oleh kabuoaten do bidang UMKM; 

m memfasilitas, al<sa penjaminan <la.am penyed"oaan pembiayaan bag1 UMKM di 

11ngka1 kabupaten mel,puti kredit petbankan. penjaminan lembaga blA<an bank, 
moda1 ventura. ponJaman dan dana pengas,han sebaga, laba 6UMN, hibah dan 

Jems pembi3yaan lam; 

• menyus,n p-e:apa, ·~ a,,an pemberdayaan UMKIA dalair. penumbuhan 

,, lun usana bag, usaha kecil di tingkat kabupaten metiput,: 
pP"ldanaan per.,-eci aan st.H'nber dana. tata cara dan ~yara1 pem&nuhan 
kebutu/lan dana i,ersaingan prasarana rilonnas>. kemilraan, perizi:,an. 
perhndungan, 

r. memb,na dan mengembangkan UMKM di .. ·3J<at kebupaten meliput, 

pemasatan. sumoer days man~ra <Ian telmolog1; 

- 



t, menghimpun dan menyusun bahan·bahan penetapan unggulan dan kinerja 
UMKM; 

h. menyiapkan bahan pengembangan usaha mikro, kedl dan menengah melatui 
promosi I gelar produk usaha mikro kecil dan menengah; 

g. menghimpun dan menyusun oanan-bahan pengembangan SOM pelaku usaha 
rmkro, kecll dan rnenengah; 1 

f. menyelenggarakan nan membimbing kegiatan usaha mikro. kecil dan 
rnenengah yang mel1puo somber daya manusia. promosi. pernasaran dan 
teknologi; 

- 
e. menyiapkan bahan !aSJfitasi sarana dan akses pemasatan bagi p,-oduk-produk 

osana UMKM; 

d, menyiapkan bahan rasilitasi produk-produk unggulan UMKM untuk diakses di 
pasar fokal. regional dan nasional; 

c menghimpuo dan mengofah bahan evaJuasi program dan kegiatan Seksi 
Pengembangan dan Promosi Produk UMKM; 

b merencanakan operasional Seksi Pengembangan dan Promos, P~Juk UMKM 

berdasarxan skata pnontas dan dana yang tersedia sebagai dassr dalam 
pelaksanaan tugas. 

~ menyusu,l prog,am kerja Seksi Pengembangan dan Prorr.os.i Produ.k UMKM 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas: 

Seks, Pengembangan dan Prornosi Produk UMKM d1pimpin oleh seorar,g Kepala, 
mempcnyai uraian :ugc1s sebagar berikul 

Pasal28 

• i<etenluan Pasal 28 huruf I diubah, sehingga Pasal 28 huruf f berbunyi: 

aa. mefaksanakan tugas kedinnsan Ja;nnya yang djberikan o!eh atasan, 

z metaporkan has,1 pelaksanaan tugas dan/a:au kegiatan kepada atasan; 

v -nend.a, has,1 keqa bawahan .secara b:eqenja:-19 untuk baha.r: mengerr..bangkan 
kaner 

l 



z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diherikan oleh atasan. 

y metaporxan hasil oetaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

x. menilai hasil kelja bawanan secara berjenjang un!uk bahan mengembangt<an 
karier; 

w. membag, tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk keillr:caran 
pelaksanaan tugas; 

v. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi pennasalahan di r.;,gkup 
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya; 

u. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepaoa ar.asan; 

t. mempelajari. memahami dan metaksanakan peracuran perundang-undangan 
yang berkaltan cengan bidang 1ugasnya; 1 

Pengcmbangan dan Promosi Produk UMKM; 
di liflgkungan Sef<.si intemaJ s. melaksanakan pcogram pengawasan 

r. menyusun pertanggungiawaban laporan kegiatan dan keuangan; 

Q menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

p menghimpun, mengolah dan menganaJisa data serta penyajian data hasil 
kegiatan Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKM; 

o. melaksanakan koordinasi den9an seksi fain; 

n. mengh1mpun dan menyusun bahan-bahan unlUk pelaksanaan program 
keterpaduan Pengembangan dan Promosi Produk UMKM; 

m rnenyusun babsn-banan dan me!aksanakan kegiatan yang be-rkaitan deogan 

kebfjakan Pengembangan dan Promosi Produk UMKM. 

L metaxsanakan pedornan stander pelayanan minimal di bidang Pengembangan 
dan Pcomosi Produk UMKM: 

~ mcn,todng can evaloasi terhadap usaha mikto keciJ dan 1'1lenenc;ah yang 
mendapat fasrhtas pembiayaan dari BUMN, perbankan atau lembaga 
1-:euangan lainnya; 

J me11'ksana1<an <eg,atan yang .>erl<aitan dengan kebijakan teknis operasional 
orogram pengembangan UMKM· 



- 

r BUPATI BEKASl.,t 

'1 ,,,( Hi-~N~H YASIN 

onetapkan di Cikarang Pesat 
pada tanggal 6 c~=r,. 2015 

Agar setiap Ofang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
oeoemoatennva dalam Serita Daerah l<.abupaten Bekasi. 

Peratoran im mulai belfaku pada tangga: (f1undang.kan. 

Pasalll 


